PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN FUNGSI
ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Menimbang

Mengingat

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika, Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2020 tentang Uraian
Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan
Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di
Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Meteorologi,  Klimatologi, @dan  Geofisika tentang
Pencabutan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2020 tentang Uraian
Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan
Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,



Menetapkan

Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geolisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 857);

4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1
Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor
10 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan
Fungsional di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



-3-

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

%

N

Balai
Sertifikasi
Elektronik

TEUKU FAISAL FATHANI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

16 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1064
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